Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945
e dalam Perspektif Masa ?Depa‘ﬁ*

MOERDIQN@

PERSPEKTIF MASA DEPAN

Jika dapat diringkaskan, maka tukar fikiran kita bersama dalam seminar
yang bertema ''Generasi Penerus Siap Meyongsong Tahun 2000’ -- dalam
rangkaian peringatan 20 tahun Orde Baru -- mengandung dalam dfrinya usaha
kita untuk mengambil pelajaran yang sebaik-baiknya dari segala pengalaman
kita sebagai bangsa selama 20 tahun Orde Baru vang telah kita lewati guna me-
mikul tanggung jawab bersama dengan sebaik-baiknya dengan rasa tanggung
jawab sebesarnya. dalam membangun masa depan negara yang berdasarkan
Pancasila.

. Dengan kesadaran akan segala kekurangan yang selamanya melekat pada
bangsa-bangsa yang sedang membangun, maka secara jelas dapat kita rasakan
-- dan dalam berbagai hal yang dapat diukur dengan data statistik -- kita dapat
dengan lega mengatakan bahwa telah tercapai berbagai kemajvan mendasar
dan penting dalam pembangunan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosi;_i_i
budaya, pertahanan keamanan dan segi-segi kehidupan bangsa kita lainnya.
Bahwa kemajuan itu tercapai setelah Orde Baru menyatakan tekadnya untuk
melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, hal ini
menunjukkan bahwa kita telah mengayunkan langkah-langkah awal yang me-
madat dalam melaksanakan pemerintahan berdasarkan UUD 1945, Dengan
secara terus-menerus menyegarkan pikiran dan gagasan, dengan terus-
menerus secara kreatif dan dinamis menjabarkan lebih lanjut penyelenggaraan
pemerintahan berdasarkan UUD 1945, maka kita berkeyakinan bahwa cita-
cita nasional yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 akan dapat di-

"Makalah yang disampaikza pada Seminar "'Generasi Penerus Siap Menyongsong Tahun
2000,” yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Pemuda Indonesia dalam rangka per-
ingatan 20 Tahun Orde Baru, Jakarta, 5 Maret 1985,
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mkmat; oieh bangsa ini, terutama oieh gener331-gener351 bangsa kita di masa
yang akan datang

ebab tu renungan kita akan lebih memberi makna dengan lebih mehhat
ke miasa: depan, karena dengan mencoba memahami perkembangan masa:de- .
pan.:ifx kita -akan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar
masa depanitu bisa kita masuki sesuai dengan cita-cita yang kita inginkan ber-
samasNamun pada saat tukar pikiran kita ini berlangsung, mau tidak mau; pis
kiran ‘serta harapan dan keprihatinan kita dipenuhi oleh berbagai masalah
nyata yang: kita hadapi dewasa ini, baik dalam ruang lingkup nasional, regm«
nal maupun internasional. .

Mereuumgkan masa depan, dalam suasana resesi ekonomi dunia dan an-
caman perang nuklir serta perebutan pengaruh di aniara negara-negara adi-
kuasa dew_asa ini, jelas bukan merupakan suatu hal yang menggairahkan kita.
Masalah “survivel’ kita hari ini terasa lebih mendesak untuk ditangani.
Mungkin karena itu maka dalam tahun-tahun belakangan ini tidak banyak
lagi. terdengar pendapat-pendapat baru di kalangan futurolog, baik di lnar ne-
geri maupun di dalam negeri. Suasananya memang terasa Surarm.

Namuu jika kita mengkaitkannya dengan masaiah pemerintahan, maka re--
mmgan dan perkiraan masa depan itu adaiah meropakan keharusan profes1o~
nal, Crang- orang Prancis mempunyai adagium yang bagus mengenai profesi
pemermtahan ini, Mereka menyatakan, yang maknanya kira-kira: seni meme-
rintah itu pada hakikatnya terletak pada kemampuan kita untuk memperkira-
kan masa depan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengha—
dapi berbagal_masaiah_yang dikandung masa depan tersebut. Seni memerintah
vang baik memang terletak pada kemahiran kita merencanakan segala sesuatu,
sehingga kita tidak kaget menghadapi perkembangan apapun. Di zaman
da’huiu, waktu perkembangan ilmu pengetahuan masih belum demikian cang-
gih, maka pemermtah tidak jarang memobilisasi kemahiran para peramal ser-
ta ahli paranormal lainnya. Kini hal itu telah diganti oleh teknik yang lebihi
mudah dipahami dengan nalar. Data statistik, studi strategi, maupun kegiatan
intelijen global, regional dan nasional telah membantu kita dalem menghadapi
masa depan iiu dengan lebih percaya kepada diri.

© Marilah kita coba menelusuri perspektif masa depan itu, dengan fokus
utama Repada kehidupan bangsa dan negara kita sendiri. Tampaknya ada
enam perkembangan penting di masa depan yang perlu mendapatkan perha-
tian kita bersama, karena amat besar dampaknya kepada semi memermtah_
berdasa;kan UUD 1945,

: Perz‘ama, ‘semakin besarnya jumlah penduduk kita. Menurut perkiraan, 20
rahnn vane akan dataneg nendidul kita akan beriumiah 250 juta. vang ber-
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tambah lebih dari 50% dari jumlah yang sekarang. Pertambahan jumlah ini
selanjutnya akan memberikan tekanan berat kepada aparatur pemerintah, ke-
kuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, badan-badan ekonomi serta
keluarga-keluarga untuk memberikan pelayanan sehingga seluruhnya ‘bisa
tumbuh dai berkembang sebagai manusia yang utuh dan matang kepribadian-
nya. Gleh karena-hakikat pembangunan nasional kita adalah pembangunan
ManusiaIndonesia seutuhnya dan seluruh Masyarakat Indonesia, maka bukan
main:besarnya tugas-dan tanggung jawab kita bersama dalam penyiapan in-
frastruktur-pelayanannya; baik berupa piranti keras maupun piranti- iunak
agar.supaya setiap ‘manusia Indonesia itu dapat menjadi manusia pem-
banguran sebagai asset nasional. Jika kita kurang tanggap dalam penyiapan
mFrastruktLr ini, maka asset tersebut dapat menjadi beban fHiability).

Kedua jika tanah dan sumber kekavaan alam lainnya merupakan unsur
yang tidak dapat bertambah, sedangkan jumlah penduduk membesar, maka
kita dihadapkan pada kenyataan kelangkaan sumber daya alam secara nisbi
maupun mutlak. Kalau pun kekayaan alam kita memadai untuk mendukung
taraf hidup layak untuk jumliah peniduduk Indonesia di masa 20 tahun vang
akan datang, namun untuk mengolahnya membutuhkan modal, ketrampilan,
teknologi dan tertib pengelolaan yang bijaksana. Penyebaran penduduk yang
tidak merata antara Jawa dan luar Jawa menambah beban kewajiban untuk
mengatur dan mengarahkan penyebaran penduduk agar lebih merata; lebih
kondusif pada pemanfaatan tenaga mereka guna mengolah sumber alam yang
tersebar; lebih layalk dan seirnbang untuk membebani daya dukung alam di
berbagai puiau dan kawasan. Tetapi tugas ini juga menuntut biaya yang bu-
kan ‘main besarnya; menghadapi hambatan sosial kultural yang bukan main
pehknya menyangkut skala pengelolaan vang bukan main muskiinya.

_ Satu gambaran lain menunjukkan bahwa 20 tahun yang akan datang iebxh
dari 100 juta angkatan kerja vang harus ditampung di berbagai sektor ke-
giatan ekonoml Belum lagi, bila dilihat kompleksitas masalah kependudukan
kita; struktur umurnya muda, artinya lebih banyak. yang ditanggung daripada
vang menanggung beban kehidupannya.

Saat ini sebagian besar mereka (54%) bekerja di sektor pertanian. Lebih
dari separoh dari mereka ini, mengolah lahan di Jawa, yvang sudah amat sarat
bebannya. Saat itu nanti, penduduk Pulau Jawa hampir mencapai 145 juta.
Artinya kepadatan Pulau Jawa sudah berada jauh di atas 1.000 orang per km_2
Keadaan ini membawa implikasi lingkungan kelayakan Jawa sebagai pemikul
beban penyediaan pangan utama, bisa rawan kalau tidak disertai pengem-
bangan teknologi budidaya lahan. Sementara itu, dapatkah kota-kota kita, in-
dustri dan sektor modern lainnya menampung tenaga kerja vang demikian me-
HEmpah dan pasti meluber keluar dari sektor pertanian. Ana vane harus dilaki.
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kan, tintuk-dapat melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan dalam meng;
hadapi: keadaan makin langkanya :sumber pembiayaan pembangunan di era :
pum mmyak buml yang akan datang’?

Ketrga, kehxdupan masyarakat yvang semakm canggxh bai‘( dalam segi ke—
baikan kesejahteraannya maupun dalam kriminalitas, baik kriminalitas ke-
rah +biru maupun: kriminalitas- kerah putih: ("whire-collar and blue-collar '
crzmef.’-’,_). ._Baik.kar_ena jumlahwang semakin banyak, maupun karena taraf pen-
didikan yang semakin tinggi, ‘masyarakat kita akan berubah dari masyarakat
yang ‘sederhana menjadi-masyarakat: yang lebih kompleks. Komponennya le- .
bih banyak sifatnya lebih beragam dan persoalan vang dikandungnya juga le-
bihibanyak. ‘Masalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pes
ngendaliannya juga lebih sulit. Penanganan masalah kriminalitas juga akan le-
bih berat. Tekanan jumlah penduduk disertai dengan berbagai masalah dan
keperluannya dapat menjadi faktor pendorong ketidak-sabaran, dan ketidak-
sabaran mendorong sikap yang lebih bengis padaberbagai pihak. Masalah kri-
minalitas ini tidak boleh luput dari perhatian; karena ia merupakan hal yang
meiekat ‘dalam hidup kemasyarakatan itu sendiri. ’Crime is the shadow of
civilizations,”* kata para ahl kriminologi. Pencegahan dan penanggulangan
kejahatan merupakan salah satu dari tugas pemerintahan yang klasik.

Keempat, aspirasi dan kepentingan masyarakat semakin meningkat, Taraf
pemuasan aspirasi dan kepentingan yang sekarang kita pandang sebagai suatu
prestasi, justru merupakan titik awal bagi aspirasi dan kepentingan baru yang
akan muncul. Hal inilah yang mungkin dimaksud para pembentuk negara kita
di tahun 1945 sebagai ’dinamika masyarakat.’* Dalam masyarakat ada vang
mengertl bahwa aspirasi dan kepentingan ini harus diseswaikan dengan ke-
mampuan, ibarat kata pepatah bayang-bayang sepanjang badan.”” Namun
dalam.setiap masyarakat.selalu ada unsur. ketidaksabaran, pada kelompok-
kelompok muda yang lazim disebut sebagai “young men in a uury.”” Penga-
laman kita membuktikan bahwa juga ada “’not-teo-young-mern in a hurry,”’
yvang memberikan tekanan ekstra kepada para penyelenggarz negara yang
sudah, berkelebihan bebannya itu.

Kelima, kemunculan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kekuatan so-
sial barp vang bersifat universal, melintasi batas negara dan ideclogi. Para ahli
dan para pengamat lainnya melihat kecenderungan bahwa secara perlahan-
lahan, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sebagai kekuatan sosial
vang . mandiri, yang mengkaitkan seluruh kemanusiaan menjadi suatn
”keiuayga besar.”” Perusahaan-perusahaan multi-nasional mungkin bisa
dipandang sebagai salah satu wahananva. Tetapi perang terbatas; subversi,
kerjasama regional dan internasional, pariwisaia serta kontak pribadi juga me-
ranakan wahana lainnva vane mendukune nroses int. Kenvataan vane ditim-
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bulkannya telah mulai menunjukkan dampaknya terhadap ideologi. Di-Rusia,
dogmatisme:Stalin -telah diganti oleh pragmatisme Kruschev, dan kini :oleh
kekenyalan Gorbachev. Di Cina dogmatisme Mao Ze¢ Dong diganti oleh 'prag-
matismenya Deng Xiao Ping. Di Mesir, dogmatisme Nasser diganti oleh prag-
matismenya:Sadat, yang diternskan oleh penggatinya kini Hosni Mubarrak.
Di Indonesia- tercinta sendiri, Orde Lama vang dogmatis telah diganti oleh
Orde Baru yang kreatif dan dinamis. Seluruhnya itu'melibatkan semua mereka
yang mempunvai wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih lias,
bajk yang:diperdapatnya melalui jalur teori maupun melalui jalur praktek dan -
pengalaman pribadi. Dampaknya bagi kita adalah bahwa ideologi yang tidak
dapat:memberi peluang kepada dinamika masyarakat yang didorong oleh
“perubzhan zkibat ilmu dap-teknologi ini, secara perlahan akan mendoiong
perubahan ideologi itu, setidak-tidaknya akan mengubah penafsiran ideologi
tersebut. F /. _ o

. Keeénam, tampilnya lapisan demi lapisan generasi baru, yang bukan saja
akan mempunyai pengalaman pribadi yang baru, tetapi juga persepsi baru ter-
hadap masyarakat, bangsa dan negara, dan sudah tentu terhadap dirinya sen-

Itulah enarﬂ masalah yang tampaknya perlu mendapatkan perhatian kita
bersama dalam pembahasan kita mengenai masa depan kita.

MASALAH PEMERINTAHAN

- Menghadapi enam kecenderungan tersebut di atas, kita dihadapkan pada
beberapd pertanyaan pokok. Mampukah sistem pemerintahan berdasar UUD
1945 memberi saluran dan arah yang positif terhadap perkembangan tersebut
ke arah tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1545, Pi-
lihan strategis apakah yang terbuka bagi pemerintah, sehingga tugas pemerin-
tah untuk melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan bangsa serta untuk
ikut menegakkan ketertiban dunia vang berdasarkan kemerdekaan, perda-
maian abadi dan keadilan sosial dapat terlaksana dengarn lancar, mantap dan
terkendali tanpa gejolak-gejolak? :

Jika kita mengadakan retrospeksi terhadap pemerintahan berdasar UUD
1945, khususnya sejak 1959, kita dapat menyimpulkan bahwa jika didukung
oleh format politik yang tepat, pemerintahan berdasar UUD 1945 mampu me-
laksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Dengan demikian masalahnya adalah
melengkapinya secara tuntas dengan komponen-komponen penunjang vang
tepal, dalam rangka perwujudan sistem nasional vang sesuaidengan nilai-nilai
kekeluarsaan vane bersifat intesralictil vanre mendacnet TTETF. 1048 famomlas .




-Pe:’ﬁénﬁt'ahan ‘berdasar LJUD 1945 tidak boleh kita pandang sebagai suati: L
. iembaga yang berdm sendiri, tetapi sebagai suatu komponen dari sistem nasm-__"
_ nai secara keseiuruhan

Kuru -waktu antara 1959-1965, = pemerintahan berdasar UUD 1945 tidak )
dldukun oléh format “politik yang ‘sestiai. Pemerintah yang d;rancang untuk_ '
‘melayapi sistem nasional yang bersifat kekeluargaan, ditempatkan dalam for-» -
mat politik . yang berorientasi kepada kontradiksi permanen dan pertentangan_ B

) kelas. Daniperangkat pemermtah berdasar UUD 1945 tersebut hanya diambﬂ

:ehmgga xa merusak dmnya sendm Kekuasaan pOlltlk — betapa-
e};ailpun - selaiu kaiah Jlka berhadapan dengan nilai- mlal dasar

mim—mlzu dasar kultural’ rakyatnya sendm

Sepergs diterangkan Soepomo dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Per-
siapan Kemerdekaan Indonesw., pemermtahan berdasar UUD 1945 justru se-
jak awai=d1rancang agar sepenuhnya sesua; dengan mlal-m!az dasar kuitural
kzta tentang suatu pemermtahan Dalam rapat besar tanggai 15 Juli 1945 yang
dmuiai jam, 10 20 waktu setempat Soepomo berkata' »Kita menghendak;
s;:mangat kekeluargaan yang harus meliputi selurub lapangan hidup manusia,
bukan saja dalam ekonomi, sosial, akan tetapi juga di lapangan pohuk
lapangan pemerintahan, artinya perhubungan antara pemerintah dengan
warga negara, semua itu harus diliputi oleh faham kekeluargaan. 1 Dalam
konstruksi ini, maka kepala pemerintahan mempunyai sifat bagaikan seorang
kepala. keluarga besar, . sebagai A “pater families.”’ Beginilah penjelasan

" Soepomo: " Jadi kita menghendaki sistem yang memberi aksen yang terbesar
kepada pemeriniahan dan terutama kepada Kepala Negara. Tuan-tuan hen-
daknya mengingat, bahwa ‘di ‘atas Kepala Negara ada Majelis Per-
musyawaratan .Rakyat, yang bersidang satu kali dalam 5 tahun dan kalau
perlu lebih, darl_ satu kali. Badan itu mempunyai segala kekuasaan rakyat yang
berdauiat ”2 e :

Dengan prihatin kita harus melihat catatan sejarah bahwa justru semangat
ini yang tidak ada dalam kurun 1959 - 1965 itu. Pemerintah yang dirancang
memnyatu. dengan rakyatnya dalam pola "’berat sama dipikul, ringan sama di-

P ijmg,.” ‘malah berhadapan dengan rakyat vang merupakan keluarga besar-

‘Muhammad Yamm, Naskoh Persmpan Undan y-Undang Dasar 1945, 1959, Jilid 1, hal. 315!
2bid., hal. 312,
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nya itu. Kisah akhirnya sudah menjadi sejarah: Majelis Permusyawaratan {Se-
mentara) mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Kepala Negara di ta-
hun 1967, T B

:'_’-"_'::Ord?_:Baru bertekad untuk melaksanakan semangat kekeluargaa;_j..i;u
secara mpurni dan konsekuen. - R

__Melaksanakan semangat kekeluargaan UUD 1945 secara murni dan konse-
kuen berarti menyiapkan sistem nasional yang berdasarkan semangat keke-
Inargaan, bukan saja untuk Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi
Negara yang tercantum dalam UUD 1945 itu, tetapi juga untuk organisasi
kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, bahkan juga untuk setiap
warga negara Indonesia. Oleh karena itulah maka proses ini memakan waktu
panjang, yang secara formal baru selesai dalam tahun 1985 vang lalu. Hal ini
berarti 41 tahun setelah disahkannya UUD 1945, yang sama dengan kurun
usia dua generasi. e

Dengan tatanan demikian, dalam istilah politik dapat kita katakan baﬁia_{a
pemerintahan berdasar UUD 1945 secara sistemis mempunyai landasan sosial
p‘oiitik'yang_ luas, karena itu akan kukuh sekali. Masalah-masalah yang t'im'l_}_ul
dalam masyarakat, bangsa dan negara tidak dimaksudkan untuk dihadapi
sendiri oleh pemerintah, tetapi bersama dengan seluruh bangsa sebagai suatu
keluarga besar.

' "Masalah yang kita hadapi dari segi pemerintahan adalah: Bagaimanakah
wujudnya tatanan pemerintahan berdasar UUD 1945 dalam hubungannya'ke-
seluruhan sistem nasional? Apakah yang sudah tercantum dalam UUD 1945
itu saja, ataukah juga yang tumbuh dalam praktek penyelenggaraan negara
kemudian? Seperti dapat kita fahami dari Penjelasan UUD 1945, selain dari
aturan-aturan pokok yang terdapat dalam UUD 1945, kita juga harus merng-
hubungkannya dengan praktek penyelenggaraan negara, yang menjabarkan
semangat-semarngat kekeluargaan tersebut. Kita merasa pasti, bahwa dewasa
ini kita telah menemukan format politik yang serasi, yang sekarang ini kita
beri nama sebagai: mekanisme kepemimpinan nasional lima tahunan., Meka-
nisme ini telah bergulir lancar sejak tahun 1971, khususnya untuk Lembaga
Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara. Namun mitra lembaga-lembaga kons-
titusional ini, yang berada dalam masyarakat, masih belum sekukuh vang
seharusnya. Padahal kelancaran tugas pemerintahan sebagian bergantung
kepada lembaga-lembaga penyelenggara negara kekeluargaan lainnya, yang
ada dalam masyarakat.
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LEMBAGA PENYELENGGARA NEGARA KEKELUARGAAN LAIN-
NYA DALAM TATANAN SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR
PENYELENGGARA NEGARA

Kehhatannya seIama And kita membatas1 pengertian ”penyelenggara nes
gara” yang terdapat dalam UUD 1945 sebagai badan-badan yang tersebut da-
lam UUD 1945 itu saja. Kita bahkan menciptakan nama baru: Lembaga Fer-
tinggi’ dan Lembaga Tinggi Negara Kiranya kita perlu melakukan pemikiran

_'uIang terhadap penamaan ini, antara lain untuk memberi tempat:kepada
lembaga lembaga lain yang juga terdapat dalam UUD 1945 ‘tetapi tidak
berstatus sebagai Lembaga Tinggi Negara, misalnya Pemerintah Daerah. Juga
untuk mewadahi lembaga:lembaga penyelenggara -tugas-tugas- kenegaraan
vang kita tumbuhkan dalam praktek dan secara resmi telah kita cantumkan
dalam Garis- Gans Besar Haluan Negara

Dalam UUD 1945 terdapat ”penyeienggara negara,”’ vang ter(':amum da-
lam berbagai variasi, seperti >’ penyelenggara pemerintahan negara,”’ ataupun
“penyelenggara negara yang tertinggi.’’ Kita tidak menemukan penjelasan
resmi tentang.badan-badan apa saja vang termasuk dalam penyelenggara
negara ini; apakah terbatas kepada apa yang dicantumkan dalam UUD 1945
itu secara:limitatif, ataukah juga dapat meliputi badan-badan lain yang Juga
ikut berkiprah melaksanakan tujuan nasional. Jika yang terakhir ini memang
dimungkinkan, maka penyebutan dalam UUD 1945 tersebut adalah bersifat
enumeratif-atau sekedar pembeberan dan bukan limitarif atau pembatasan.:

Menurut pengarnatan saya, kemungkinan besar yang dimaksud dengan
"'penyelenggara negara’ memang lebih luas dari lembaga-lembaga yang ter-
cantum secara enumeratif dalam UUD 1945 itu sendiri. Ada tiga alasan dapat
mendukung pendapat demikian. Perzama, karena negara yang kita anut ada-
lah negara persatuan, yaitu negara yang bersatu dengan rakyatnya berdasar-
kan semangat kekeluargaan dan bersifat integralistik. Dalam negara persatuan
ini, tidak ada yang bebas dari tanggung jawab menyelenggarakan tugas-tugas
kebersamaan, seperti antara lain tercermin dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945,
Kedug, MPR dalam ketetapannya No. III/MPR/1978 telah memberikan
nama khusus kepada badan-badan yang disebut UUD 1945 tersebut
(terkecuali Pemerintah Daerah), yaitu: Lembaga Tertinggi dan Lembaga
Tinggi Negara. Sudah barang tentu dapat kita tafsirkan bahwa penyelenggara
negara lainnya juga ada, walaupun bukan merupakan Lembaga Tertinggi atau
Lembaga Tinggi Negara. Katakanlah, sebagai lembaga menengah atau lem-
baga biasa saja. Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 di atas, maka setiap warga ne-
gara sesungguhnya adalah juga penyelenggara negara. Ketiga, karena dalam
Bab V GBHN dicantumkan secara jelas, bahwa berhasilnya pembangunan na-
sional sebagai pengamalan Pancasila tergantuag pada partisipasi seluruh rak-
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vat serta-pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin: para
penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia. S

Dalam pemikiran kita mengenai tugas-bersama melaksanakan pemba-
ngunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, maka pemahaman kita me-
ngenaj artian penyelenggara negara ini amat penting. R T

- Penamaan Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara oleh MPR ‘ter-
hadap‘badan-badan yang tercantum dalam UUD 1945 (terkecuali Pemerin-
tahan Daerah), menunjukkan bahwa ada semacam hirarki konstitusional da-
Ea_m:.penyelenggara.negar_a ini. Hirarki itu ditata menurut tugas, hak dan wewe-
‘nang-dan tanggung jawabnya masing-masing. S e h

Kita dapat memanaang penyelenggara negara tersebut terdiri dari dua
tataran (level): Pertama, tataran suprastruktur, yaitu penyelenggara negara
yang ada dalam UUD 1945, vang mendapatkan tugas, hak, wewenang dan
tanggung jawabnya langsung dari UUD 1945; dan kedua, tataran insfrastruk-
tur, yaitu penyelenggara lainnya vang ikut melaksanakan ‘tugas-tugas negara
persatuan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan lainnya.

o ‘Termasuk dalam tataran suprastrukter adalah: MPR, Presiden, DPR,
DPA, BEPEKA,; MA dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah kita ma-
sukkan ke tataran suprastruktur karena tercantum dalam UUD 1945, walan-
pun bukan Lembaga Tinggi Negara. Tataran infrastruktur adalah badan-ba-
dan lainnya, yang berkembang sesuai dengan praktek penyelenggaraan negara
kita. Partai politik, golongan karya, organisasi kemasyarakatan dapat dima-
sukkan ke dalam tataran infrastruktur ini. Menteri-menteri, vang oleh UUD
1945 disebut sebagai *'pemimpin negara,” juga termasuk penyelenggara re-
gara di tataran suprastruktur, Walaupun bukan sebagai Lembaga Tinggi Ne-
gara. - ! | '

Dua tataran ini merupakan dua komponen dari sistem penyelenggaraan
negara kita, yang masih harus kita rumuskan secara lebih terinci di masa da-
tang. ¢ .. _ L ‘

~ Masalah yang perlu kita perhatikan dalam hubungan ini adalah bahwa hu-
burigan antara kedua tataran dan dua komponen ini belum kita tata secara ter-
padu sesuai dengan asas negara persatuarn, Ketentuan hubungannya satu sama
lain dewasa ini tersebar ‘dalam berbagai peraturan perundang-undangan se-
hingga tidaklah mudah bagi kita untuk memahami saling kaitannya.

Memperjelas dan menjernihkan pemahaman kita mengenal >’penyeleng-
garanegara’’ ini mengandung tugas dan *’pekerjaan rumah’’ bagi kita semua,
yaite ‘menyusun piranti lunak berdasar nendekatan kecicterman  cahirooan




95T

Dalam hai ind, saya agak kuran sepakat dengan pemlalan bahwa Perperin-
tan telah ‘menjadi’ satu—satunya lembaga politik kenegaraan yang pahng domi-
. nan dan efektlf daiam menangam persoalampersoaian penyelenggaraan kehi-

éupan Tiegara _ ehldupan pembangunan bangsa Saya :
juga kurang sepakat dengan pemlaxan ‘bahwa' peranan yang dimainkan’oléh
pemenntah itu telah’ men;adi ‘disfungsional, sebagian atau beberapa. Kenya- ;
taa.n menumukkan ‘sebaliknya. Pemermtah demikian mendambakan berfungw
smya Iembaga~lembaga penyeienggara negaralainnya. Dalam berbagax kesem-
patan Kepala Negara mendorong setiap lapisan masyarakat untuk menata’diri
agar lebih bersatu, 1€b1h kuat dan lebxh besar peranannya daiam pemba—
ngunan. .

. Kita memang -dapat. memberi tafsir.yang berbeda terhadap gejala- gejala '
yang sama. Perbedaan yang. dem1k1an adalah wa3ar-wa3ar saja..

_ Dlhhat dari sudut s:stemnya UUD 1945 memang menghendak: ad Ny
pemermtahan yang kuat Penjelasan UI}D 1945 menegaskan bahwa di b: _
MPR, Preswlen 1alah penyeienggara pemermtah negara yang ‘terti 1ggi.
”Concentratxon of power arzd repons:br!zty upon the Presrdem - demikian
dltegaskan di sana .

JiKa ‘terasa dewasa m1 ‘pemerintah’ men;ad; kekuatan politik vang kuat,
maka hai 1tu Justru men]adi harapan yang dlht’:ﬂdakl oleh sistem UUD 1945

Persoalan kita adalah bnkan mengkhawatirkan kuatnya :nfrastruktur pe—
nyelenggara negara, melainkan bagaimana kita memperkuat tataran supra-
strukturnya. Hal -ini memang memerlukan upaya-upaya-pembenahan yang
sungguh-sungguh. Tugas pembenahan ini jelas merupakan hak, kehormatan
dan tanggung jawab dari kepemimpinan lembaga-lembaga peayelenggara lain-
nya itu; dan-bukan hak atau wewenang pemerintah. Perlu kiranya kita ingat,
bahwa.demikian luas peluang terbuka untuk pembenahan diri ke dalam ini,
dan demikian jelas tampak pengendalian diri pemerintab untuk itdak men-
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campuri masalah intern masing-masing golongan dalam masyarakat, sehingga
kalau masih dihadapi adanya hambdtan, masalahnya terutama bersifat inter-
nal. Dalam keadaan ini, jika ada uluran tangan pemerintah, maka hal itu ha-
rus dilihat sebagai pelaksanaan yang bertanggung jawab dari fungsinya seba-
gai *’pater familias.”” Apabila kita amati secara jernih dan tenang, maka tam-
pak bahwa pada tingkat suprastruktur memang masih banyak menghadapi
masalah internal. Beberapa di antaranya adalah: (1) masalah ideologis, ‘ialah
penyesuaian suasana dari ideologi golongan ke arah Pancasila sebagai satu-
satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (2)
masalzh organisasi, vaitu memberi tempat kepada berbagai komponen yang
ada dalam batang tubuhnya; (3) masalah strafegi, vang menyangkut pemilihan
berbagai alternatif yang terbuka untuk mencapal tujuan organisasi dalam
rangka . hidup bermasyarakat, berbangsa. dan bernegara; (4) masalah
dukungan sumber daya dan sumber dana untuk membiayai program. yang
telah dipilih; (5) masalah kepemimpinan serta pengkaderan untuk kesinam-
bungan kegiatan; dan (6) masalah-masalah fainnya yang lazim ditemui dalam
masyarakat yang sedang berkembang. Masalah-masalah ini kita temui baik
dalam lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga sosial budaya maupun
lembaga keagamaan. Saya cenderung menyimpulkan bahwa rumusan masa-
lahnya bukanlah pemerintah yang telah berkembang menjadi suaty kekuatan
yang sudah “‘grossty overgrown out of all proportions,” karena pemerintah
sendiri juga menghadapi berbagai kesukaran yang sama; tetapi justru karena
lembaga-lembaga lainnya ini yang perlu lebik diperkuat. :

" ‘Tidak kurang Kepala Negara sendiri-beberapa kali mengingatkan bahwa
pemerintahan kita tidak akan dan tidak baleh berkembang ke arah sifat totali-
ter atau bahkan fasistis, Maka seyogyanya prakarsa untuk pematangan lem-
baga dan pemantapan pada tingkat suprastruktur tetap berada dalam tangan
kepemimpinannya masing-masing, Kepercayaan kepada diri sendiri, kebera-
nian mengambil prakarsa dalam hal-hal yang memang sudah baik dan sejalan
dengan semangat kekeluargaan nasional kita, keberanian untuk menilai diri
sendiri -- baik kekuatan maupun kelemahan dan kekurangan -- dan untuk
membenahi kekurangan-kekurangan yang masih ada, adalah merupakan hak
dan tanggung jawab dari masing-masing golongan itu sendiri. Pemerintah
bahkan mendorong kita semua untuk memahami Pancasila itu secara dinamis
kreatif dan bukan kaku dogmatis. Sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan {(antara lain Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Or-
ganisasi. Kemasyarakatan), Pemerintah baru bertindak kalau terjadi penyim-

pangan. -

Keadaan lembaga-lembaga \bada tingkat suprastruktur yang masih belum
mencapai taraf kemampuan yang memadai, malahan memberikan beban yang
amat berat kepada Pemerintah. : R




iah: pxhhan strategis mana yang sewajamya “diambil’ oleh pemerintah untuk '
) menangam masalah masaiah yang akan muncul di masa depan, atau ‘dengan
kata lain: bidang—bldang manakah-yang akan chtangam sendiri secara lang~
sung’ “oleh pemenmah dan bldang~bidang mana ‘pula yang akan’ dzhmpahkan

kepada lembaga-lembaga penyelenggara negara “lain pada tingkat i

frastruktur : sehmgga benar-benar ”berat sama diplku} rmgan sama dljln" '
3mg' P : &

Jawabarmya akan tergantung “képada ‘kesiapan lembaga-lembaga pada
tingkat mfrastruktur ini.

Mengingat'pentingnya pilihan strategis ini, perlu kiranya kita rénungkan se-
dalam- daiamnya penjelasan Soepomo pada tanggai 31 Mei 1945 mengenai ma-
salah ini, agar pandangan kita ini benar-benar sesuaidengan semangat dan’ pi-'
kiran-pxklran dasar yang melatarbelakangl UUD 1945 tersebut :

i Tyan-tuan yang terhormat, hendaknya'jangan salah faham, teori negara integralistik ..
“tidak berarti bahwa nigara tidak akan memperhatikan adanya golongan-golongan sebagal
- golongan, ‘atau tidak akan memperdulikan manusia sebagai seseorang. Bukan itu maksud-
.. nyal-Aliran pikiran ini mempuayai sifay *’concreet’ dan “regl, '’ tidak mengabstraheer segala

keadaan (seperti sifat teori individualisme). i

MNegara akan mengakui dan menghormati adanya golongan-golongan dalam masyarakat yang

-.myyata, akan tetapi segala seseorang dan segala golongan akan insyaf akan kedudukannya se-
bagai bagian organik dan negara seluruhnya, berwajib meneguhkan persatuan damn. harmom
'antara segaia bagxan—bag;an itu,

Negara persatuan tidak berarti, bahwa negara atau Pemerintah akan menarik segala kepen—
tingan masyarakat ke dirinya wniuk dipelihara sendiri, akan tetapi menurut alasan-alasan
vane “doefmatie ™ akan membagi-bagi kewajiban neeara kepacda badan-badan pemerintahan
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e pusaa dan di daerah masing-masing atai: memasrahkan sesuaty hal untuk dipelihara oleh
sesuam golc-ngan alau sesuatu orang, menurn miage, tempat dan soalnya. 3 -

Dengan iam perkataan 3;ka suatu goiongan atau seseorang dalam masyarakat
kita senyatanya mampu dan tepat untuk dipasrahi sebagian tugas negara,. -baik
untuk melindungi, mensejanterakan, mencerdaskan bangsa, maka negara
akan memasrahkannya kepada golongan atau orang yang bersangkutan itu.

S{:bagal langkah awai akan sangat besar manfaamya Jxka setiap goiongan
cia.n setiap orang yang menjadi warga negara Republik Indonesia, mulai me-
nyusun program kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang a}{an d:—
pikulnya, di samping program golongan dan program pribadinya sendiri.
Mungkin hal ini dapat kita pandang sebagai pelaksanaan dari penegasan kita
bahwa Pancasila adalah samnsatunya asas dalam hidup bermasyarakat, ber-
bangsa dan bernegara. Hal ini juga merupakan pelaksanaan dari Bab V
GBEHN 1983 yang menyatakan bahwa berhasilnya pembangunan nasional se-
bagai pengamalan Pancasila tergantung kepada partisipasi seluruh rakyat ser-
ia kepada sikap mental, tekad dan. semangat, ketaatan dan disiplin para_ pe-
nyeienggara negara serta seluruh rakyat Indonesia. Agar hal ini benar-benar
dapai kita laksanakan sebagai kesepakatan nasional, ada baiknva klta _pikir-
kan bersama agar keikutsertaan secara terprogram itu dicantumkan secara
jelas, dalam GBHN 1988 mendatang. Mungkin juga bisa kita pikirkan bersama
sek;ranya organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan kxta
yang besar, lembaga-lembaga ekomomi yang terkemuka mencantumkan
© komitmennya untuk memikul tugas nasiona! kita itu dalam setiap kurun lma
tahun.

.-Dengan demikian, maka kita akan lebih ian;ut lagi melaksanakan pan-
dangan hidup kekeluargaan itu secara taat asas, Pelimpahan tugas-tugas kene-
garaan kepada golongan-golongan dalarn masyarakat dan bahkan kepada per-
orangan, sama sekali bukan karena kebaikan hati para pejabat pemerintahan,
tetapl merupakan pelaksanaan dari sistem negara integralistik vang bersifat

Yconcreet’ dan “reel.’’ Apa yang sudah kita kerjakan selama ini bisa kita
pandang sebagai langkah awal, vang dapat kita lembagakan di masa datang,
dengan menyiapkan lembaga-lembaga pada tingkat suprastruktur dalam
masyarakat sedemikian rupa, sehingga benar-benar mMampu secara profesmnai
menanganinya dengan baik.

Dengan tatanan yang demikian kenyal, maka sistem pemerintahan berda-
sar UUD 1945 ini amat tepat untuk mernghadapi berbagai masalah yang bagaz—
manapun beratnya di masa datang itu. Kekuasaan dan kewibawaan telah di-
siapkan secara melekat dalam keseluruhan sistemnya itu sendiri, sedangkan
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daiain peiaksanaannya diberi kemungkinanluas untuk mendelegasikan tugas- _

tuﬂasnya, baik kepada pemerintah daerah, maupun kepada golongan dan per- '
orangan Warganegara. Kemajuan. dan perkembangan kemampuan golongan =
- dan’ perseorangan- dalam: masyarakat bukannya merupakan-ancaman bagi

" sistemn: pemermtahan ini, seperti yang lazim-dalam sistem pemerintahan liberal .

'ataupun sistern pemeriniahan dikiator. Kemajuan dan perkembangan kemam- -
puau gotongan dan perseorangan itu bahkan diperlu}(an, agar mereka dapat-
ebagian tugas penye}enggaraan negara b L

Dengan tatanan demiklan maka plram1da pemermtahan benar—benar qkan . "
luas sekali di bagian bawah dan cukup-kecil di bagian atas. Masaiah»masalah '

" yang timbul dalam masyarakat akan ditangani dengan cepat oleh demikian ba--. .

nyak:-lembaga penyelenggara negara di lapangan,.yang semuanya itu bekerja
secara profesional dan disemangati oleh semangat kekeluargaan integralistik
berdasar Pancasila. Masalah-masalah intern mereka dapat mereka selesaikan
sendiri secara otonom, sedangkan masalah bersama, bermasyarakat, ber-
bangsa dan bernegara ditangani secara bertingkat dan terpadu secara na-
sional. Hanya jika lembaga-lembaga penyelenggara negara di iapangan ini
tidak dapat menanganinya secara langsung karena keterbatasan kemampuan-
nya atau karena sebab lain, tugas-tugas itu akan diambil-alih oleh Pemerintah
Pusat sampai lembaga penyeianggara negara yang bersangkutan pulih lagi
kemampuannya; secara “’concreer™ dan *’reel”’ seperti dikatakan Soepomo 41
tahun' yang'lalu. Dalam bidang sosial politik kita sedang menujusecara penuh
kepada®tahap nn, dan mudah-mudahan’ juga dalam b;dang sosml budaya,
‘mdang ekonom; dan bzdang bldang iamnya o

Dengan demxk;an, saiah satu tugas pemermtah yang sangat penting - d;
masa datang adalah menciptakan kondisi nasional yang:memberikan rang-
sangan serta peluang seluas-leasnya bagi semua‘potensi smasyarakat untuk ber-
partisipasi dan berprestasi dalam usaha pembangunan nasional itu, Kita perlu
merenungkan sedalam- dalamnya dan menaruh perhatian sebesar besarnya
terhadap perkataan rangsanﬂan *.ini.

Kata ini merupakan sifat khas dari negara kekeiuargaan yang mengingin-
kan seluruh anggota Keluarga Besar Bangsa Indonesia untuk maju dan ber-
kembang. Pengertian "'peluang’’ saja belumlah cukup, karena pemberian pe-
luang untuk membangun adalah ciri khas negara yang berfaham liberal, di
mana negara sekedar berperan sebagai “'penjaga malam.”” Berhasilnya peme-
rintah dalam mengemban tugas ini perlu diukur dari jumiah dan mutu potensi
pembangunan yang dapat dirangsangnya untuk bergerak maju sebagai potensi
pembangunan.

Dengan ini, tugas pemerintahan lalu menjadi lebih mulia. Yaitu membang-
Litkan lkemampuan rakvat uniuk membancun diri sendiri, membansun ma-
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syarakatnya dan turut memikul tanggung jawab atas tegak dan keutuhan
' bangsa:dan negaranya. Tugas mulia itu, di samping mengandung unsur. meng-
atur: dan. mengarahkan, juga berisi kewajiban memelihara dan membina; me-
ngembangkan dan membangun prakarsa masyarakat dalam turut mengambﬂ
. .bagxan dalam usaha mewu;udkan cita-cita hidup dalam masyarakat Pancasxla

Dam Sind sekahgus terjawab masalah kunci dari kewibawaan pemermtah
- seperti yang kita kehendaki, Kata kuncinya adalah pada partisipasi yang aktif,
kreatif ‘dan bertanggung jawab dari semua lapisan, golongan dan generasi
bangsa kita, ‘pada’ tataran infrastruktur; bersamaan dengan berfungsmya
semua lembaga mfrastruktur secara konstltuszonai i

Wibawa pemerlntah tidak dltOpang oleh besar dan meluasnya skala
orgamsasx ‘birokrasi dan lingkup pengaturan oleh pemerintah. Perkembangan
semacam 1tu justru dapat meiumpuhkan pemer;ntah sendiri. .

PENUTUP

Masa}ah kita yang lebih besar di masa datang Justru untuk menuntaskan
terwujudnya sistem nasional yang dilandaskan kepada faham negara integra-
listik, yang komponennya bukan saja Lembaga Tertinggi Negara dan Lem-
baga-lembaga Tinggi Negara lainnya, tetapi juga Pemerintah Daerah, organi-
sasi kekuatan sosial politik, termasuk ABRI, organisasi kemasyarakatan,
lembaga-lembaga eckonomi dan perseorangan warganegara. Untuk ini
pendekatan ke51steman dan pendekatan integratif lainnya perlu kita kembang-
kan : :

Ringkasnya, walaupun keadaan dewasa ini cukup memprihatinkan kita,
namun perspektif serta mekanisme kenegaraan kita amat kukuh untuk me-
nanggulangi masalah-masalah itu, karena, sekali lagi ”berat sama chp!kul ri-
ngan sama dumjmg i






